
 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 83 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KHUSUS 
PENYANDANG DISABILITAS 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan paket manfaat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 

2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus 

Bagi Penyandang Disabilitas, perlu mengatur pemberian bantuan 

alat bantu kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus 

Penyandang Disabilitas; 

  b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang bantuan 

Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Khusus 

Penyandang Disabilitas; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 

  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 

tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 

Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2012 Nomor 4); 

  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan 

Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2012 Nomor 59); 

  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 

2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus 

Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 51); 



  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1); 

    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN ALAT BANTU 

KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN KHUSUS 

PENYANDANG DISABILITAS. 

 

Pasal 1  

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pemberian bantuan Alat bantu kesehatan 

bagi peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas oleh Penyelenggara 

Jamkesus Disabilitas. 

 

Pasal 2  

Alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah alat bantu yang 

direkomendasikan oleh tenaga medis yang praktik pada Pemberi Pelayanan Kesehatan 

(PPK) dan bekerjasama dengan Penyelenggara Jamkesus Disabilitas. 

 

Pasal 3  

(1) Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 adalah setiap penyandang disabilitas penduduk Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan masuk kategori 

penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin. 

(2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas atas 

usulan instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial di lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Pasal 4  

Bantuan alat bantu kesehatan yang diberikan melalui Penyelenggara Jamkesus 

Disabilitas, antara lain : 

a. Kacamata; 

b. Alat bantu dengar (hearing aid); 

c. Prothesa gigi/gigi palsu; 

d. Penyangga leher (collar neck/cervical collar/ neck brace); 

e. Jaket Penyangga Tulang (Corset); 

f. Prothesa alat gerak (kaki dan/ atau tangan tiruan); 

g. Alat bantu gerak berupa kruk penyangga tubuh; 

h. Kursi roda individual; 

i. Obturator palatoscisis (Langit-langit sumbing); 

j. Loop Low Vision. 

 

Pasal 5  

Ketentuan, prosedur dan pembiayaan pemberian bantuan Alat bantu kesehatan bagi 

peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandan Disabilitas, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 



Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2014 

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 83 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 











 







 



 







 



 



Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001 
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